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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang 

tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja 

menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan 

salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu 

kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam 

Pasal 38 UU Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan 

diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun 

istri. 

Dalam peradaban manusia menunjukkan bahwa pasti selalu ada konflik 

atau benturan kepentingan dalam berinteraksi dengan sesamanya, maka 

diperlukan alternatif penyelesaian konflik atau sengketa agar tercapainya 

ketertiban di masyarakat. Apabila beralih dalam penyelesaian konflik rumah 

tangga maka diperlukan orang ketiga yang adil dan mampu mendamaikan 

kedua pihak yang saling bersengketa. Dalam hukum formal proses 

mendamaikan orang berkonflik dinamakan dengan mediasi. 

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih 

menekankan pada pihak ketiga atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan 

lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak 

bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut 

mediator
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Mediator berada pada posisi ditengah dan netral antara para pihak yang 

bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil 

yang memuaskan para pihak yang bersengketa.1 

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaiamana diatur dalam 

Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.2 

Dari beberapa rumusan atau definisi terkait mediasi tersebut diatas, maka bisa 

diambil beberapa unsur penting, antara lain: 

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan. 

2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak 

yang bersengketa. 

3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 

penyelesaian atas sengketa yang terjadi. 

4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang 

bersengketa. 

5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, Voluntary 

(kesukarelaan). 

Mediasi di Pengadilan Agama adalah tempat suatu proses perdamaian salah satunya 

adalah masalah perselisihan antara suami dan isteri yang ingin menempuh perceraian 

di Pengadilan Agama, proses mediasi bisa diadakan apabila Hakim memeriksa perkara 

mengumumkan bahwa persidangan akan dilanjutkan apabila perselisihan ditempuh 

 
1 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 

2011), Cet. 2, 3. 
2 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, 53-54 



 

3 

 

melalui mediasi terlebih dahulu dilakukannya kewajiban mediasi didasari oleh 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 yang berbunyi: 

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui Mediasi.”3 

Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam menciptakan ruang kestabilan proses mediasi di Pengadilan Agama. 

Pentingnya Mediasi di Pengadilan Agama adalah agar supaya mengajak pihak 

berpartisipasi aktif atas keterlibatannya konflik tersebut untuk duduk bersama 

menemukan jalan solutif terhadap permasalahan yang ada. Mediasi juga sebagai 

pendongkrak attitude yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya mediasi terdapat 

kondisi positif dengan pembelajaran yang mengarah memberdayakan setiap orang 

untuk meneguhkan pilihan dari keputusan sendiri tentang masalah yang mereka hadapi, 

mediasi mengacu pada tingkat awal penyelesaian sengketa degan keikutsertaan seorang 

mediator atau pihak netral bagi kedua belah pihak dengan tujuan untuk tertujunya 

ketentraman antara kedua belah pihak.4 

Sekilas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bisa diuaraikan sebagai 

berikut: Pada tingkat pertama, staf mediator akan melengkapi dokumen yang 

diperlukan untuk persidangan, seperti intergritas persidangan, surat kuasa, panggilan 

pengadilan, dan lain-lain. Selain itu, hakim akan menjelaskan sesuai menurut prosedur 

perceraian, para pihak perlu melakukan mediasi, kemudian hakim akan bertanya 

apakah para pihak memiliki mediator? Jika tidak, hakim akan menunjuk seorang 

mediator untuk memimpin mediasi antara kedua belah pihak Majelis hakim kemudian 

 
3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 , 

pasal 3, Ayat 1. 
4 Ahmad Avievudien Rizki Mubarok, “Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di 

Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016)”, Skripsi (Jember: Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 3. 
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menetapkan mediator lain yang bersettifikat untuk bertindak sebagai mediator untuk 

melakukan mediasi, mediasi berlangsung di ruangan khusus Pengadilan Agama, secara 

umum mediasi dilakukan paling banyak dua kali. Bila dalam mediasi tidak tercapai 

perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilakukan. 5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data Jumlah Mediasi Tahun 2020-2021 

 
5 Pengadilan Agama Nabire, diakses pada 26 Februari, 2024, https://panabire. 

go.id/pages/layanan-mediasi-di-peradilan-agama.  
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Berdasarkan fakta lapangan dan juga data yang diperoleh seperti gambar 

diatas jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara masih terhitung 

cukup banyak meskipun telah melakukan mediasi sesuai dengan peraturan yang 

ada. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang di mediasi pada bulan Januari sampai 

bulan Desember sebanyak 250 kasus, dan dari 24 kasus yang masuk tidak ada 
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keberhasilan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan 

pada tahun 2021 jumlah perkara yang di mediasi ialah sebanyak 244 perkara, dan 

dari 244 perkara tersebut juga tidak ada keberhasilan dalam bermediasi. Hal ini 

menunjukan bahwa rendahnya keberhasilan atau gagalnya mediator dalam 

mendamaikan kedua belah pihak di Pengadilan Agama Jepara bisa terdiri dari 

banyak faktor, akan tetapi faktor yang lebih mendasar gagalnya sebuah mediasi 

adalah dari para pihak sendiri yang sudah bertekad untuk bercerai dan tidak ada 

keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.6 Hal inilah yang menjadi 

faktor peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta 

peran atau upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan 

Agama Jepara pada tahun 2022-2023 melalui tinjauan yuridis PERMA No 1 Tahun 

2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan 

Agama Jepara? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang peran 

mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di 

Pengadilan Agama Jepara 

 
6 Wawancara bersama Bapak Moh. Yusuf selaku mediator Pengadilan Agama Jepara. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang peran 

mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaar teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna bagi dinamika intelektual dan keilmuan serta mengisi 

serta mengisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang faktor dan dampak 

serta persepsi terhadap pasangan suami isteri yang berasal dari Kabupaten Jepara 

terkait mediasi sebelum gugatan diterimam bagi pasangan sebagai informasi untuk 

penelitian lebih lanjut, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Berguna bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah 

bermediasi di lembaga Pengadilan Agama yang tentunya memiliki atutan yang 

terkait. 

b. Untuk Peneliti 

Agar mendapatkan pengalaman dan memberikan nuansa tersendiri dan 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan 

semangat menimba ilmu yang didapat dari hasil penelitian ini dapat berupa 

memperkaya hasil karya ilmiah. 

c. Bagi Pembaca 
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Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang peran mediator di 

Pengadilan Agama yang nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan 

terhadap kajian mediasi dalam proses perdata. 

 


